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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeraeh Kabupaten 
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

BUPATI PAMEKASAN, 
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri 
Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil 
Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana 
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, serta Surat Gubernur Jawa 
Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tanggal 16 April 2024 
tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke 
Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah 
Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 6 TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

BUPATIPAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6845); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahim 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 431); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang 
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana 
Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, 
dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 
6); 

24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 
Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Pamekasan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 5); 

Menetapkan 
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2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, 
dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

0 

b. Pengeluaran 
1) Semula............................................ Rp. 21.229.285.827 
2) Bertambah/Berkurang..................... _R.._p_. -------"-0 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan _R.._p_. ---'2-=l"""".2=2=9-".=2-"-8-"-5.;..;:.8=2~7 
Jumlah Pembiayaan Neto.................. Rp. 270.908.947.984 
Sisa lebih perhitungan anggaran 

· tahun berkenaan. . . .. . Rp. 

Rp. 292.138.233.811 
Rp. 0 
Rp. 292.138.233.811 

Rp. 2.321.193.229.174 
Rp. 2.734.675.000 
Rp. 2.323.927.904.174 
Rp. (270.908.947.984) 

Rp. 2.050.284.281.190 
Rp. 2.734.675.000 
Rp. 2.053.018.956.190 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 

1) Semula . 
2) Bertambah/Berkurang . 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
terdiri atas: 
1. Pendapatan Daerah: 

a. Semula . 
b. Bertambah . 
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan . 

2. Belanja Daerah: 
a. Semula . 
b. Bertambah . 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan . 
Defisit Setelah Perubahan . 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Dearah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 6 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 27 Mei 2024 

Pj. BUPATI MEKASAN, 

MASR N 

Ditetapkan di Pamekasan 
padatanggal27Mei2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan. 

Pasal II 


